BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan dan teori-teori pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil

kesimpulan:

1. Meskipun banyak perusahaan yang menggunakan konsep perusahaan grup dalam
menjalankan usahanya, namun belum ada pengakuan yuridis mengenai
perusahaan grup. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak ada aturan
mengenai perusahaan grup dalam UUPT, sehingga perusahaan grup yang
berkembang saat ini hanyalah suatu konsep dari perusahaan grup. Sehingga
perusahaan grup yang berkembang adalah perseroan tunggal pada umumnya.
Konsep perusahaan grup yang berkembang pada saat ini adalah demi kepentingan
ekonomi, yaitu berkaitan dengan dengan tujuan pendirian perseroan antara induk
dan anak perusahaan agar tercipta keefektifan dan efisiensi perseroan.

Konsep perseroan grup yang ada pada saat ini adalah karena dimungkinkannya
suatu perseroan memiliki saham atas perseroan lain maka induk perusahaan harus
menguasai mayoritas saham dari anak perusahaan sehingga dapat mengendalikan
anak perusahaan melalui RUPS dan juga dapat mengangkat dan memberhentikan
Direksi dan Dewan Komisaris.

Induk perusahaan adalah perusahaan yang menguasai mayoritas saham dari
perseroan lain (anak perusahaan) untuk dapat mengontrol anak perusahaan
tersebut, dan sebaliknya anak perusahaan adalah perseroan yang sahamnya
dikuasai oleh induk perusahaan, sehingga kegiatan usahanya dikontrol oleh induk
perusahaan melalui RUPS.

2. Gugatan derivatif adalah merupakan sebuah kekecualian dari prinsip hukum pada
umumnya. Gugatan derivatif adalah gugatan yang dilakukan oleh pemegang

saham terhadap siapapun yang merugikan perseroan, meskipun gugatan ini
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diajukan oleh pemegang saham, namun gugatan ini tetap atas nama perseroan,
dan gugatan ini dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan.

Tergugat dari suatu gugatan derivatif pada dasarnya adalah pihak manapun yang
telah merugikan perseroan, baik pihak organ perseroan atau pihak dalam
perusahaan, maupun pihak ketiga atau pihak luar perseroan. Namun dalam UUPT
hanya mengatur mengenai gugatan derivatif terhadap terhadap keputusan RUPS,
Direksi, dan Dewan Komisaris.

Gugatan derivatif terhadap pihak ketiga meskipun tidak ada diatur dalam UUPT,
namun tetap bisa diajukan, karena dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh
untuk menolak mengadili perkara karena tidak ada ataupun karena kurang
jelasnya peraturan perundang-undangan. Melainkan Hakim akan mengadili
berdasarkan perngetahuan dan keyakinan dari Hakim. Namun karena tidak
adanya aturan tertulis mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga diluar
perseroan maka masih belum ada pedoman bagi hakim untuk mengadili suatu
perkara gugatan derivatif terhadap pihak ketiga (luar perseroan).

Perusahaan induk sebagai pemegang saham dari anak perusahaan akan sangat
mudah terdampak kerugian akibat kegagalan dari anak perusahaannya, baik yang
disebabkan oleh organ perseroannya sendiri maupun yang disebabkan oleh pihak
ketiga atau pihak diluar perseroan.

Seperti contoh kasus di atas perusahaan induk sebagai pemegang saham dari anak
perusahaan, apabila mengalami kerugian akibat dari kegagalan perseroan, maka
tetap dapat menggugat pihak ketiga atau luar perseroan meskipun tidak ada diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Namun akibat tidak adanya dasar hukum
tertulis, dalam memutus suatu perkara, hakim hanya berpedoman pada

pengetahuannya dan rasa keadilan.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat diatas melalui analisa-analisa hukum,

terdapat pula saran, saran tersebut adalah:
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1. UUPT sebagai landasan hukum mangenai perseroan saat ini diharapkan dapat
mengakomodir hal-hal yang telah berkembang pada masa sekarang ini. Seperti
mengenai perusahaan grup, pada saat ini UUPT menggunakan istilah induk
perseroan dan anak perusahaan, akan tetapi belum ada penjelasan lebih lanjut
mengenai hal tersebut. Sehingga penulis berpendapat di dalam rancangan UUPT
yang baru perlunya menyesuaikan aturan yang sudah ada dengan perkembangan
dunia usaha, sehingga dapat mengakomodir perkembangan zaman.

2. UUPT sebagai landasan hukum mengenai perseroan terbatas perlu juga mengatur
mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga. Meskipun hakim tidak boleh
menolak perkara karena tidak ada/ tidak jelasnya peraturan perundang-undangan,
namun hal ini berguna sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara sehingga

dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum.
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